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ABSTRAK 
Komarudin, 5116500107, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelolaan Sampah di TPSA Kabupaten 
Tegal. 
 
Pelaksanaan penerapan prosedur perlindungan kesehatan dan keselamatan 
kerja bagi para pekerja petugas pengelolaan sampah di TPS Kabupaten Tegal, 
serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja 
petugas pengelolaan sampah di TPS Kabupaten Tegal dalam hal terjadi 
kecelakaan kerja.Kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap seluruh pekerja dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana metode yang 
dipakai berfungsi untuk melihat bekerjanya aspek hukum perlindungan Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (K3) pada keadaan nyata di lapangan apakah telah sesuai 
dengan aturan yang ada atau terjadi kesenjangan antara peraturan dan 
pelaksanaannya. Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer yang dimana penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, 
sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 
penelaahan kepustakaan yang terkait pada perlindungan hukum Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 
perlindungan hukum Kesehaan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi pekerja petugas 
operasional pengelolaan sampah di TPS Kabupaten Tegal sangat baik, karena baik 
dalam pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja maupun 
perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja telah 
dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada.  
 
Kata Kunci: Pekerja, Perlindungan, Kesehatan, Keselamatan, Kerja 
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ABSTRACT 
Komarudin, 5116500107, Implementation of Legal Protection of 
Occupational Health and Safety for Workers in Waste Management in Tegal 
Regency Final Waste Disposal Site (TPSA). 
 
Implementation of the application of occupational health and safety 
protection procedures for workers in waste management officers in Tegal 
Regency TPS, as well as how legal protection is given to workers in waste 
management officers in Tegal Regency TPS in the event of a work accident. 
Obligation to provide legal protection for Occupational Health and Safety (K3) to 
all workers as outlined in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.  
his research is an empirical legal research, in which the method used serves 
to see the working aspects of the legal aspects of occupational health and safety 
(K3) protection in the real situation in the field whether it is in accordance with 
existing rules or there is a gap between regulations and their implementation. 
Therefore, the data used in this study are primary data where research is 
conducted directly in the field, while secondary data in this study are data 
obtained from literature review related to the protection of the Health and Safety 
(K3) law. The results of this study conclude that the legal protection of 
Occupational Health and Safety (K3) for workers operating waste management 
officers in Tegal Regency TPS is very good, because both in the implementation 
of occupational health and safety procedures and legal protection for workers who 
have work accidents have been carried out in accordance with existing laws and 
regulations. 
 
Keywords: Workers, Protection, Health, Safety, Work 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan yang ada di Kabupaten Tegal yaitu masyarakatnya yang 
masih menggunakan metode membuang sampah secara konvensional yaitu 
kumpul-angkut-buang dalam menangani sampah yang ada. Sehingga 
sampah-sampah tertumpuk begitu saja di beberapa tempat pembuangan 
sementara yang berada di beberapa titik di Kabupaten Tegal. Masih sedikit 
sekali Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) yang mengolah sampahnya dengan baik. Pemerintah 
seharusnya memiliki penanganan yang lebih baik, karena sampah tersebut 
tidak bisa dibiarkan menumpuk begitu saja karena jika sampah-sampah itu 
hanya dibiarkan begitu saja akan menimbulkan banyak dampak negatif yang 
dapat mengganggu aktifitas masyarakat. Seperti misalnya dari bau-bauan 
yang di hasilkan dari sampah itu sendiri maupun hingga penyebaran virus 
penyakit.  
Tempat pembuangan sementara yang tersebar di beberapa titik yang 
berada di wilayah Kabupaten Tegal ini perlu memperhatikan mengenai 
bidang ketenagakerjaannya. Hal ini dikarenakan tenaga kerja sebagai salah 
satu faktor penting dalam meningkatkan profit suatu perusahaan itu sendiri. 
Pekerjaan di lingkup pembuangan sampah ini menuntut adanya jaminan 
kesehatan dan keselamatan kerja yang sangat penting dan diperlukan artinya 
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untuk melindungi pekerja dari risiko keselamatan dan kecelakaan kerja serta 
untuk meningkatkan derajat kesehatan para pekerja, karena dengan bekerja 
di tempat pembuangan sampah banyak terdapat risiko berbahaya, karena 
lingkungan kerja ini terdiri dari sampah serta vektor penyakit maka sangat 
rentan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja. Dalam masa sekarang 
ini seringkali hal-hal seperti keselamatan bagi para pekerja disepelekan 
karena dianggap hanya akan membuang-buang waktu dan uang.  
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat
1
. Dengan 
diperhatikannya hak dan kewajiban dari pekerja, secara tidak langsung dapat 
meningkatkan produktivitas kinerja dari pekerja tersebut yang tentunya 
berdampak positif terhadap perusahaan. Secara makro hal ini berkaitan 
dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
ketenagakerjaan. Karena setiap perusahaan wajib mempunyai manajemen 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).  
Teknologi pada era globalisasi ini berkembang dengan sangatlah 
pesat. Penggunaan teknologi tidak hanya digunakan dalam dunia 
perkantoran saja, tetapi juga digunakan dalam proses pengelolaan sampah. 
Dengan berkembangnya teknologi tersebut dapat meringankan tugas para 
                                                 
1
 Ayu Nika, 2011, Peranan Hukum Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 
media neliti , https://media.neliti.com/media/publications/14994-ID-peranan-hukum 
diplomatik-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.pdf diakses pada 17 Desember 
2019 
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pekerja yang bekerja pada tempat pembuangan sampah sementara tersebut, 
meskipun belum semua TPS yang ada di wilayah Kabupaten Tegal sudah 
memiliki alat operasional modern. Akan tetapi masih banyak petugas yang 
tidak mengetahui bahwa semakin meningkatnya teknologi, juga dapat 
meningkatkan risiko terhadap keamanan dan keselamatan dari pengguna alat 
teknologi tersebut.  
Permasalahan-permasalahan atau risiko-risiko yang akan timbul bagi 
para pekerja yang bekerja pada tempat pembuangan sampah sementara 
yaitu:  
1. Vektor penyakit, banyak terdapat vektor penyakit di dalam sampah 
yang terbawa oleh beragai jenis insektisida yang terdapat di gumuk 
sampah seperti lalat, tikus, nyamuk, dan kecoa.  
2. Asap pembakaran, apabila dilakukan pembakaran sampah secara terus 
menerus, akan sangat mengganggu, terutama dalam bidang 
transportasi dan gangguan kesehatan. 
3. Permasalahan tersebut juga ditambah dengan beberapa alat berat yang 
sudah rusak atau sudah tua sehingga tidak berfungsi secara maksimal
2
. 
Paparan kasus diatas, dapat kita simpulkan bahwa risiko akan 
kesehatan dan keselamatan kerja dalam kegiatan pengelolaan sampah oleh 
pekerja di TPS yang tersebar dibeberapa titik di wilayah Kabupaten Tegal 
sangat tinggi. Terhadap risiko tersebut, pemerintah selaku pihak yang 
                                                 
2
 Kasam, “Analisis Risiko Lingkungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah”,Volume 
3, Nomor 1, 
https://www.researchgate.net/publication/309753287_Resiko_Lingkungan_pada_Tempat_P
embuangan_Akhir_TPA_Sampah_Studi_Kasus_TPA_Piyungan_Bantul 
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mempekerjakan petugas opersional pengelolaan sampah di TPS yang ada di 
wilayah Kabupaten Tegal berkewajiban untuk memberikan perlindungan 
bagi pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja ataupun hal-hal yang dapat 
menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan para pekerja operasional 
pengelolaan sampah. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait 
dengan kesehatan dan keselamatan para pekerja operasional pengelolaan 
sampah ini adalah berupa asuransi sosial yang diselenggarakan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terbagi atas BPJS kesehatan dan 
BPJS ketenagakerjaan.  
Peraturan perundang-undangan kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) 
menganggap pentingnya masalah penerapan kesehatan dan keselamatan 
kerja pada suatu perusahaan dan juga untuk mengetahui seberapa efektifnya 
peraturan perundang-undangan tentang penerapan kesehatan dan 
keselamatan kerja
3
. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian pada beberapa TPS yang ada di wilayah Kabupaten Tegal untuk 
mengetahui bagaimana penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan 
kerja dan perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan kerja bagi pekerja 
yang berada di TPS wilayah Kabupaten Tegal. 
 
 
 
                                                 
3
 Reza Priyadi, 2016 “Pelaksanaan Perlindungan Hukum k3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 
Bagi Pekerja Konstruksi Pembangunan Hotel di Yogyakarta” Jurnal Sipil Statik, 
http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6910 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 
beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti 
oleh Penulis. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan penerapan prosedur perlindungan kesehatan 
dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerja pengelolaan sampah di 
TPS wilayah Kabupaten Tegal ?  
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap 
pekerja pengelolaan sampah di TPS wilayah Kabupaten Tegal  dalam 
hal terjadi kecelakaan kerja? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui penerapan prosedur kesehatan dan keselamatan 
kerja (K3) bagi para pekerja pengelolaan sampah di TPS Wilayah 
Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada 
para pekerja pengelolaan sampah di TPS wilayah Kabupaten Tegal  
dalam hal terjadi keceakaan kerja. 
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D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan 
manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis untuk dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
hukum secara umum dan pada bidang ketenagakerjaan menyangkut 
hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) . 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dan rujukan bagi 
pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal , 
masyarakat dan pihak-pihak lain dalam penyelesaian masalah tentang 
pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).  
 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis sebagai berikut: 
1. I Gusti Ayu Agung Manik Maharani dan A.A Ngurah Wirasila, 
Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja) pada Warung Makan di Kabupaten Tegal. Fakultas Hukum 
Universitas Udayana, ojs.unud.ac.id › index.php › kerthasemaya › 
article › download, membahas tentang pelaksanaan pembangunan 
nasional dimana tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan 
yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.Tenaga 
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kerja memiliki hak dan kewajiban, salah satu haknya adalah 
mendapatkan perlindungan hukum maka kewajiban untuk pengusaha 
yaitu wajib dalam melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesehatan dan 
keselamatan kerja sangat penting bagi pekerja karena dapat 
menunjang produktivitas dalam bekerja. Penelitian ini dilakukan di 
Warung Makan Sari Ganetri, setiap pekerja berhak mendapatkan rasa 
aman dalam melakukan pekerjaan sehingga hubungan kerja dalam 
berjalan dengan baik. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian 
hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan fakta, 
perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di 
warung makan sari ganetri dan apa upaya yang dilakukan untuk dapat 
mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 
4
. 
2. Erni Darmayanti, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. Fakultas 
Hukum, Universitas Potensi Utara Medan. Jurnal Cendekia Hukum. 
Vol. 3 No. 2 Maret 2018. Membahas tentang Perlindungan hukum 
mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan, 
diberikan dalam upaya pencegahan (preventif) agar tidak terjadi 
kecelakaan dan menimbulkan penyakit akibat kerja. Pentingnya 
                                                 
4
 I Gusti Ayu Agung Manik Maharani dan A.A Ngurah Wirasila, Pelaksanaan Perlindungan 
Hukum K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada Warung Makan di Kabupaten Tegal. 
Fakultas Hukum Universitas Udayana, ojs.unud.ac.id › index.php › kerthasemaya › 
article › download, 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat terkait dengan kinerja 
karyawan dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. 
Dalam hal ini, penelitian ini membahas tentang: Pertama, Pengertian 
secara umum mengenai Keselamatan dan kesehatan kerja (K3), 
Kedua, Bagaimana perlindungan hukum mengenai Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) menurut peraturan perundang-undangan di 
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif 
dengan metode pengumpulan data sekunder yaitu penelitian 
kepustakaan (library research) berupa bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa keselamatan kerja pada perusahaan termasuk 
dalam perlindungan teknis, dimana perlindungan terhadap pekerja 
yang dimaksud adalah agar pekerja selamat dari bahaya yang dapat 
ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan dan kesehatan 
kerja yang juga dimaksudkan untuk melindungi atau menjaga pekerja 
dari kejadian yang merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam 
melakukan pekerjaannya. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam perundang-undangan sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan 
Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan
5
. 
                                                 
5
 Erni Darmayanti, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utara 
Medan. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 3 No. 2 Maret 2018. 
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3. Laela Fitriana, Anik Setyo Wahyuningsih, 2017, Penerapan Sistem 
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK 3) di PT Ahmadaris. 
Higeia : Journal Of Public Health Research and Development. Vol. 1 
No. 1 Tahun 2017, http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia. 
Membahas tentang Keselamatan dan kesehatan kerja mengandung nilai 
perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. 
Jumlah kecelakaan kerja di PT Ahmadaris selama kurun waktu 3 tahun 
dari tahun 2012 sampai 2014, terbanyak tahun 2014 terdapat 10 kasus atau 
2,94% dari kecelakaan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 
2012 di PT Ahmadaris. Jenis dan rancangan penelitian menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan responden pihak yang berwenang 
dalam penerapan SMK3 di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 
Tahun 2012 di PT Ahmadaris dengan jumlah kriteria yang tercapai adalah 
39 kriteria dari total 64 kriteria penerapan tingkat awal. Simpulan dari 
penelitian ini pencapaian penerapan SMK3 PT Ahmadaris sebesar 60,9% 
dan termasuk kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan 
baik.
6
 
 
                                                 
6
 Laela Fitriana, Anik Setyo Wahyuningsih, 2017, Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (SMK 3) di PT Ahmadaris. Higeia : Journal Of Public Health 
Research and Development. Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, 
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia. 
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan 
dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris 
dengan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif merupakan 
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan 
logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya
7
. Logika keilmuan 
dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin 
ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum 
yang objeknya hukum itu sendiri
8
. Penelitian ini bersifat deskriptif 
analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek 
penelitian.Demikian juga hukum dalam pelaksananannya di dalam 
masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian
9
. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang 
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu 
dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan 
yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian 
                                                 
7
 Jhonny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: UMM Press, 
hlm. 57. 
8
Johnny Ibrahim, 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, 
Jakarta: Banyumedia, hlm 310. 
9
 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105. 
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mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan 
yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.
10
 
Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang 
digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki 
adalah sebagai berikut
11
: 
a. Pendekatan kasus ( case approach )  
b. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach )  
c. Pendekatan historis ( historical approach )  
d. Pendekatan perbandingan ( comparative approach )  
e. Pendekatan konseptual ( conceptual approach )  
Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa 
pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (statute 
approach). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan 
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan 
kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan 
telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi 
yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap
12
. 
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3. Jenis dan Sumber Data 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan 
hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas
13
. Bahan-
bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan 
resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-
putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 
resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas 
putusan pengadilan
14
.  
Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan ini, penulis 
meggunakan bahan penelitian hukum yang dicari dengan cara 
penelitian kepustakaan. Bahan hukum diperinci dalam berbagai 
macam tingkatan, yaitu
15
: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas 
peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan 
dokumen resmi Negara seperti : 
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja;  
                                                 
13
 Ibid, hlm. 47. 
14
 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 141 
15
 Ibid. hlm. 182 
13 
 
 
(2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan;  
(3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
(4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelengara Jaminan Sosial;  
(5) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang 
Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja;  
(6) Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
Per.02/ Men/ 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga 
Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;  
(7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
Per.03/ Men/ 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga 
Kerja;  
(8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/ Men/ 1987 
tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja;  
(9) Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 5 Tahun 1996 
tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan 
Kesehatan Kerja;  
(10) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/ Men/ 1998 Tata 
Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;  
(11) Konvensi ILO tahun 1950 yang diratifikasikan pada tahun 
1980 tentang Perlindungan Upah;  
(12) Dokumen-dokumen terkait. 
14 
 
 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas 
buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip 
dasar (asas-asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), 
hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. 
c. Bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku 
teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti data 
driver, laporan pengaduan konsumen, kamus bahasa dan 
ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena 
mendukung dalam proses analisis hukumnya. 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan 
dengan cara penelitian kepustakaan (library research) atau disebut 
juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, 
sekunder, maupun tersier serta penelitian dengan studi kasus atau 
dokumen. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini 
diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis 
bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan 
dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan
16
. 
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5. Metode Analisis Data 
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 
penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan 
adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder dan 
tersier. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan 
untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan isi 
atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 
menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian
17
. 
 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang 
masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan uraian latar belakang 
penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika 
dari setiap bagian skripsi ini. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini membahas mengenai Tenaga 
Ketenagakerjaan di Indonesia, Sampah, Perjanjian Kerja, Kesehatan, 
Keselamatan dan Kecelakaan Kerja 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada Pada bab ini 
menguraikan tentang Pelaksanaan Penerapan Prosedur Perlindungan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Para Pekerja Pengelolaan 
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Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Tegal dan 
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pengelolaan Sampah di 
Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Tegal dalam Hal Terjadi 
Kecelakaan Kerja 
BAB IV PENUTUP. Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. 
Berdasarkan hasil pembahasan maka akan diperoleh kesimpulan serta 
tidak lupa akan diuraikan saran-saran berdasarkan hasil tinjauan 
yuridis yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini. 
DAFTAR PUSTAKA
  
17 
BAB  II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Ketenagakerjaan di Indonesia 
1. Sejarah Ketenagakerjaan 
Zaman dahulu saat perbudakan di Indonesia masih sangat kejam 
para majikan selalu memperlakukan budak dengan sesuka hati.Tidak 
hanya diperlakukan dengan buruk, bahkan para budak tersebut juga 
diperjual belikan oleh majikannya. Para budak hanya boleh 
melakukan apa yang sudah di perintahkan oleh majikannya dan tidak 
berhak menuntut atas semua upah yang seharusnya menjadi haknya. 
Perbudakan yang sangat terkenal pada zaman dahulu adalah kerja 
“Rodi” dan kerja “Romusha”.  
Kerja Rodi artinya yaitu kerja tanpa diberi upah, tanpa diizinkan 
untuk istirahat, tanpa membantah dengan apa yang sudah di 
perintahkan dan harus menuruti segala yang sudah diperintahkan. 
Sedangkan kerja Romusha ialah pekerjaan yang dilakukan dengan 
cara memaksa. Romusha ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun 
lamanya di Indonesia pada masa penjajahan Jepang.  
Pada zaman perbudakan majikan memiliki kekuasaan penuh atas 
para budaknya.Upah tidak di berikan, tidak ada jaminan sosial dan 
tidak ada jaminan kesehatan.Namun pada akhirnya pemerintah Hindia 
Belanda mulai mengatur mengenai perbudakan walaupun tidak secara 
18 
 
 
sepenuhnya bercampur tangan.Tepatnya pada tahun 1817 Pemerintah 
Hindia Belanda melarang adanya budak yang masuk di pulau jawa 
yang artinya selain kelahiran yang di batasi pembatasan perbudakan 
mulai di lakukan
18
. 
Peraturan mengenai budak dan perdagangan budak mulai 
berlaku pada tahun 1825, maksud dan tujuan adanya peraturan ini 
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan budak pada zaman dahulu. 
Peraturan tersebut antara lain:  
a. Membatasi bertambahnya budak selain kelahiran;  
b. Menjaga agar anggota keluarga budak dapat tinggal bersama;  
c. Melarang perdagangan budak dan melarang mendatangkan 
budak dari luar;  
d. Budak yang telah kawin harus tinggal bersama istrinya;  
e. Beberapa ketentuan pembebasan budak antara lain, jika seorang 
budak menolong tuannya atau anak tuannya dari budaya maut, 
budak tersebut di meredekakan atau jika seorang budak telah 
mengikuti tuannya ke benua lain, sepulangnya harus di 
merdekakan;  
f. Ada ketentuan pula agar para pemilik budak wajib bertindak 
baik terhadap budaknya, seperti memberi makanan dan pakaian 
yang cukup;  
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g. Ketentuan yang mewajibkan pemilik budak memberi upah 
berupa uang kepada budak yang mencapai usia 10 (sepuluh) 
tahun;  
h. Kewajiban para budak ialah tidak boleh meninggalkan 
pekerjaan, tidak boleh menolak pekerjaan yang wajar, jika 
melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana pukulan rotan 
sebanyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana penjara 14 (empat 
belas) hari;  
i. Kejahatan yang dilaukan budak diadili oleh pengadilan umum19.  
Pada masa penjajahan jepang istilah perbudakan mulai berubah 
menjadi perburuhan, namun tidak berlangsung lama. Pada tahun 1945 
setelah Indonesia merdeka istilah perburuhan mulai di ganti dengan 
istilah ketenagakerjaan. Pada masa itulah para pekerja di Indonseia 
mulai diperhatikan dan semua peraturan perlindungan tenaga kerja 
tercantum dalam landasan Negara yaitu Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.  
 
2. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 
Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur 
mengenai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada 
waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja
20
. Hukum 
ketenagakerjaan ini memiliki arti yang cukup luas, tidak ada batasan 
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dalam mendefinisikan pengertian hukum ketenagakerjaan, karena 
setiap ahli memiliki sudut pandang tersendiri dalam mendefinisikan 
mengenai hukum ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan di 
Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan.  
Beberapa pendapat ahli mengenai definisi hukum 
ketenagakerjaan, diantaranya adalah sebagai berikut:  
a. Molenaar, Hukum perburuhan yaitu bagian dari hukum yang 
mengatur hubungan antara majikan dengan buruh, buruh dengan 
buruh dan buruh dan penguasa.  
b. Mr. M. G. Levenbach, Hukum perburuhan adalah hukum yang 
berkenaan dengan keadaan kehidupan yang langsung bersangkut 
paut dengan hubungan kerja.  
c. Van Esveld, Hukum perburuhan adalah tidak melulu mengenai 
hubungan kerja yang dilakukan di bawah pimpinan, namun juga 
pekerjaan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab.  
d. Imam Soepomo, Hukum perburuhan merupakan himpunan 
peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan 
dengan tenaga kerja yang berkenaan dengan kejadian dimana 
seseorang bekerja dengan orang lain dengan menerima upah
21
. 
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Mengkaji dari beberapa pendapat ahli tersebut tampak jelas 
bahwa hukum perburuhan setidak-tidaknya mengandung unsur: 
Himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, berkenaan 
dengan suatu kejadian, seseorang bekerja pada orang lain dan upah. 
Ditinjau dari sifatnya, hukum ketenagakerjaan ini memiliki dua 
sifat, yaitu privat atau perdata dan publik atau pidana. Hukum 
ketenagakerjaan dapat dikatakan memiliki sifat privat atau perdata 
karena didalam hukum ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan 
orang perseorangan yang melakukan perjanjian yang biasa disebut 
dengan perjanjian kerja. Sedangkan hukum ketenagakerjaan juga 
dikatakan memiliki sifat publik atau pidana karena jika ada pekerja 
berselisih dengan pengusaha, pemerintah ikut campur tangan dalam 
bidang ketenagakerjaan. Campur tangan tersebut dapat berupa 
membuat suatu kebijakan dalam mengatur hubungan kerja dengan 
membuat peraturan undang-undang yang sifatnya memaksa. Tujuan 
dibuatnya undang-undang tidak lain adalah untuk membatasi dalam 
kebebasan berkontrak. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Sampah 
Pengertian sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah diartikan 
sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk 
22 
 
 
padat
22
. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) sampah 
adalah barang yang di hasilkan dari kegiatan manusia yang tidak 
dipergunakan lagi, baik yang tidak dipakai, tidak disukai maupun yang 
sudah di buang. Sampah-sampah ini terbagi dalam beberapa jenis, antara 
lain:  
1. Jenis Sampah Berdasarkan Jenisnya  
a. Sampah yang bersumber dari manusia;  
b. Sampah yang berasal dari alam;  
c. Sampah yang berasal dari limbah radioaktif;  
d. Sampah yang bersumber dari pembuangan industri;  
e. Sampah yang bersumber dari pertambangan.  
2. Jenis Sampah Berdasarkan Sifatnya  
a. Sampah Organik;  
b. Sampah Non-Organik.  
3. Jenis Sampah Berdasarkan Bentuknya  
a. Sampah Padat: Berupa kertas,plastik, botol, sisa makanan dan lain 
sebagainya.  
b. Sampah Cair: Berupa limbah pabrik, zat kimia, dan lain 
sebagainya.  
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C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja 
1. Pengertian Perjanjian Kerja  
Perjanjian kerja menurut Pasal 1601 a KUHPerdata adalah 
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu 
(pekerja), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang 
lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan 
dengan menerima upah”23. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian: 
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan 
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak 
dan kewajiban kedua belah pihak”24. 
 
2. Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja 
Perjanjian kerja dapat di katakan sah jika sudah memenuhi 
unsur-unsur yang tertera pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah di atur 
mengenai unsur-unsur perjanjian kerja, unsur-unsur tersebut antara 
lain:  
a. Adanya Unsur Pekerjaan. Pekerjaan yang sudah di berikan 
haruslah dikerjakan oleh pekerja itu sendiri dan hanya dengan 
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seizin dari atasan atau majikan jika ingin menyuruh orang lain. 
Didalam suatu perjanjian kerja haruslah ada pekerjaan yang di 
perjanjikan atau dapat disebut dengan obyek perjanjian. Hal ini 
juga di jelaskan di dalam KUHPerdata Pasal 1603a yang 
berbunyi “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaan, hanya 
dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga 
menggantikannya.
25” Pekerjaan ini bersifat pribadi karena 
pekerjaan harus di kerjakan oleh pekerja yang bersangkutan 
karena hal ini berpengaruh dengan skil atau kemampuan diri 
sendiri maka jika dilihat dari segi hukum jika pekerja tersebut 
meninggal dunia maka putuslah perjanjian kerja antara atasan 
atau perusahaan dengan pekerja tersebut.  
b. Adanya Unsur Perintah. Pekerjaan yang di berikan oleh atasan 
atau perusahaan kepada pihak penerima kerja tergantung pada 
peintah atau instruksi yang di berikan, karena dalam hal ini 
pekerja harus tunduk dengan perintah yang telah di berikan oleh 
atasan atau perusahaan. Walaupun pekerja tersebut sudah 
terbiasa dan sudah mempunyai keahlian dalam melakukan 
pekerjaannya. Selama pekerja masih ada ketergantungan 
terhadap pihak pemberi kerja maka penerima kerja masih berada 
dibawah perintah pemberi kerja.  
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c. Adanya Unsur Upah. Upah merupakan hal terpenting dalam 
hubungan perjanjian kerja, dan dapat di katakan bahwa tujuan 
orang bekerja adalah untuk mendapatkan gaji atau upah. 
Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka hubungan itu 
bukanlah hubungan kerja. Upah adalah imbalan yang di berikan 
oleh perusahaan atau atasan sebagai tanda imbalan atas 
pekerjaan yang telah di lakukan. Upah ini dapat berupa uang 
maupun bukan uang. Dalam pemberian upah ini juga dapat 
dilihat dari segi kenyataanya seperti dilihat dari kegunaan dari 
hasil upah kerja tersebut dan lainnya. Sistem dalam pemberian 
upah biasanya berbeda, tergantung bagaimana perusahaan 
tersebut, bisa berdasarkan waktu maupun dilihat dari hasil 
pekerjaannya. Pada prinsipnya harus mengacu kepada ketentuan 
hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, ataupun 
kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Jika ada tambahan jam 
kerja atau biasa di sebut dengan lembur, pekerja berhak atas 
upah lembur.  
d. Adanya Unsur Waktu. Unsur waktu yang di maksud adalah 
suatu waktu yang di butuhkan oleh pekerja untuk melakukan 
pekerjaan yang di berikan oleh perusahaan ataupun atasannya. 
Oleh karena itu didalam suatu perjanjian kerja ketentuan waktu 
sangatlah penting, seperti lama waktu yang di perlukan untuk 
26 
 
 
menyelesaikan suatu pekerjaan, kejadian tertentu yang berkaitan 
dengan kegiatan atau pekerjaan.  
 
Perjanjian kerja menurut unsur waktunya di bagi menjadi 3 
(tiga):  
1) Perjanjian kerja dengan waktu tertentu: Bahwa waktu untuk 
melakukan pekerjaan telah di tentukan di dalam perjanjian. 
Ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu ini 
dimaksudkan supaya membatasi kesewenang-wenangan pihak 
pemberi kerja yang beranggapan bahwa pekerja dapat di 
perlakukan semaunya. Selanjutnya dengan adanya batasan 
waktu tertentu dalam perjanjian kerja agar penggunaan waktu 
tertentu ini tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan kerja.  
2) Perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu: Bahwa jika dalam 
perjanjian kerja tidak ditentukan waktu berlakunya perjanjian, 
maka perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu. Hal yang terpenting dalam hubungan kerja waktu 
tidak tertentu ini ada pada masa pemutusan hubungan kerja.  
3) Perjanjian kerja dengan batas waktu: Bahwa dalam suatu 
perjanjian kerja dimungkinkan untuk mengadakan aturan-aturan 
27 
 
 
mengenai batas usia tertentu untuk melakukan pekerjaan yang di 
sebut dengan masa pensiun
26
. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan, Keselamatan dan Kecelakaan 
Kerja 
1. Pengertian dan Pengaturan Kesehatan Kerja 
Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang 
bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang 
sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan 
dapat bekerja secara optimal
27
.  
Pengertian kesehatan terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ialah keadaan 
sehat, baik secara mental, fisik, sosial maupun spiritual yang 
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 
ekonomis. Menurut WHO, sehat terbagi atas beberapa kategori, yaitu:  
1) Sehat Jaminan;  
2) Sehat Mental;  
3) Sehat Spiritual  
Di indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang 
secara khusus mengatur tentang kesehatan kerja, namun terdapat 
beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur 
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mengenai kesehatan kerja seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain diatur 
dalam undang-undang, kesehatan kerja juga diatur dalam Peraturan 
Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran dan 
Instruksi Menteri.  
Kesehatan kerja ini memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya 
melindungi pekerja dari berbagai ancaman kecelakaan kerja saja, 
namun juga mencakup semua mengenai pemeliharaan kesehatan 
terhadap semua hal yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan 
pekerja. 
 
2. Tujuan Kesehatan Kerja 
Tujuan diaturnya mengenai kesehatan kerja mencakup banyak 
hal, salah satunya seperti yang tercantum dalam Pasal 164 ayat (1) 
Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, “Upaya Kesehatan Kerja 
ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas 
dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh 
pekerja
28
.” Tujuan kesehatan kerja, adalah:  
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a) Melindungi dan mencegah pekerja dari gangguan kesehatan yang 
di sebabkan karena faktor lingkungan kerja yang tidak 
mendukung dan dapat membuat aktifitas kerja terhambat.  
b) Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja baik 
mental, fisik maupun sosial.  
c) Menyesuaikan pekerjaan dengan tenaga kerja yang ada atau 
tenaga kerja dengan pekerjaan.  
d) Meningkatkan produktivitas kerja.  
 
Tujuan dengan adanya pemeliharaan kesehatan kerja di 
maksudkan untuk meningkatkan produktifitas dari tenaga kerja, 
sehingga pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-
baiknya. Untuk itu pihak terkait yang menaungi pekerja haruslah 
mengadakan pemeliharaan kesehatan kerja untuk para pekerja yang 
ada.  
Dasar hukum dalam pemeliharaan kesehatan kerja tercantum 
dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan “Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja 
wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, 
keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik pekerja”29.  
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Teori Mangkunegara menyebutkan bahwa tujuan kesehatan dan 
keselamatan kerja yaitu:  
1) Agar setiap karyawan mendapat jaminan kesehatan dan 
keselamatan kerja, baik secara fisik, sosial dan psikologis;  
2) Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-
baiknya, seefektif mungkin;  
3) Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya;  
4) Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan 
kesehatan gizi karyawan;  
5) Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi 
kerja;  
6) Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 
lingkungan atau kondisi kerja;  
7) Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam 
bekerja
30
. 
 
3. Sumber-Sumber Berbahaya Bagi Kesehatan Kerja 
Selain mengetahui hal apa saja yang berguna untuk menjaga 
kesehatan dan keselamatan kerja, perusahaan dan pekerja harus 
paham pula apa saja yang dapat menjadi sumber bahaya bagi 
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kesehatan kerja. Adapun yang menjadi beberapa sumber bahaya bagi 
kesehatan pekerja adalah:  
1) Faktor fisik, yaitu dapat berupa: (a) Bau-bauan menyengat yang 
berada di tempat kerja; (b) Kelembaban udara dan udara yang 
tidak sehat; (c) Radiasi; (d) Suara yang terlalu bising; (e) Suhu 
yang tidak sesuai dengan standart; (f) Tekanan udara yang 
terlalu rendah atau terlalu tinggi; (g) Penerangan yang kurang 
memadai.  
2) Faktor kimia, yaitu dapat berupa: (a) Gas yang mengandung 
racun; (b) Air kubangan yang mengandung bakteri; (c) Debu-
debuan; (d) Bahan kimia yang mengandung racun; (e) Dan 
bentuk lain yang dapat merusak sistem pernapasan manusia.  
3) Faktor biologis, yaitu dapat berupa: (a) Serangga dan cacing; 
(b) Virus dan bakteri; (c) Tumbu-tumbuhan; (d) Dan faktor-
faktor lain yang terdapat pada lingkungan kerja.  
4) Faktor fisiologis, yaitu dapat berupa: (a) Beban kerja yang 
melampaui batas kemampuan pekerja; (b) Peralatan yang tidak 
sesuai dengan kemampuan pekerja; (c) Saat bekerja selalu 
berdiri atau duduk; (d) Proses dan cara kerja yang monoton.  
5) Faktor psikologis, yaitu dapat berupa: (a) Kerja yang didasari 
rasa terpaksa karena tidak sesuai dengan keahlian pekerja; (b) 
Suasana lingkungan kerja yang tidak nyaman; (c) Pekerjaan 
yang cenderung dapat menyebabkan kecelakaan; (d) Pikiran 
32 
 
 
yang tertekan karena sikap atasan atau teman kerja yang tidak 
sesuai
31
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4. Penyakit yang Timbul Akibat Kerja 
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor Per.01/ MEN/ 1980, penyakit yang timbul akibat kerja adalah 
penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang 
akan berakibat cacat sebagian maupun cacat total dan dalam Pasal 1 
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang 
Timbul Akibat Hubungan Kerja adalah penyakit yang disebabkan 
oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.  
Menurut Silalahi N.B Bennett dan Silalahi B. Rumondang, ada 
dua kategori penyakit yang diderita tenaga kerja:  
1) Penyakit Umum (General Diseases). Penyakit umum yaitu 
semua penyakit yang mungkin dapat di derita oleh semua orang. 
Pencegahan penyakit ini adalah tanggungjawab dari diri sendiri 
dan seluruh lingkungan masyarakat.  
2) Penyakit akibat kerja (Man Made Diseases). Penyakit akibat 
kerja ini suatu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, penyakit 
akibat kerja dimulai dengan pengendalian secermat mungkin 
ganguan kerja dan kesehatan. Gangguan kerja tersebut adalah:  
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a) Beban kerja baik dalam kategori ringan/ sedang/ berat 
ataupun fisik/ mental/ sosial);  
b) Beban tambahan seperti lingkungan kerja, fisik, biologis, 
bahan kimia dan psikologis.  
c) Kualitas kerja dari pekerja itu sendiri yang terdiri dari 
keahlian, motivasi kerja, faktor umur, daya tahan tubuh, gizi, 
ukuran tubuh, dan jenis kelamin
32
. 
 
5. Upaya Kesehatan Kerja 
Upaya Kesehatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan cara berkesinambungan untuk memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk 
peningkatan kesehatan, pemulihan kesehatan pencegahan penyakit, 
dan pengobatan penyakit oleh pemerintah maupum masyarakat. 
Pelaksanaan upaya kesehatan kerja bukan saja merupakan 
pemenuhan hak asasi pekerja, tetapi juga berperan besar dalam 
investasi atau pembangunan sauatu bangsa. 
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6. Pelayanan Kesehatan Kerja 
Definisi pelayanan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.03/ MEN/ 1982 adalah tujuan 
dilaksanakan usaha kesehatan yaitu:  
1) Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri 
baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan 
dengan tenaga kerja;  
2) Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan 
yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja;  
3) Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan 
kemampuan fisik tenaga kerja;  
4) Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi 
tenaga kerja yang menderita sakit
33
. 
 
7. Pengertian dan Pengaturan Keselamatan Kerja 
Keselamatan kerja adalah kondisi bebas dari risiko kecelakaan 
dan kerusakan dimana yang mencakup tentang kondisi mesin, kondisi 
bangunan, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Berdasarkan 
Undang-Undang No.1 Tahun 1970 pasal 3 ayat 1 tentang 
Keselamatan Kerja, syarat keselamatan kerja yang juga menjadi 
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tujuan pemerintah dalam membuat aturan kesehatan dan keselamatan 
kerja adalah:  
a) Mencegah dan memadamkan kebakaran di lokasi kerja;  
b) Mencegah dan mengurangi bahaya akan adanya ledakan;  
c) Memberikan dan menyediakan P3K;  
d) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;  
e) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu 
kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;  
f) Memberikan dan menyediatan alat-alat untuk perlindungan diri 
pada para pekerja;  
g) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja 
baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan;  
h) Memperoleh penerangan yang sesuai dan cukup di mengerti;  
i) Mencegah dan mengurangi bahaya dari kecelakaan kerja;  
j) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;  
k) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;  
l) Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, 
perlakuan dan penyimpanan barang.  
m) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada 
pekerjaan yang bahaya akan kecelakaannya menjadi bertambah 
tinggi;  
n) Menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik;  
 Memelihara kesehatan, kebersihan dan ketertiban dengan baik;  
o) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, 
tanaman, maupun barang;  
p) Memelihara dan menjaga penyegaran udara yang cukup;  
q) Mencegah timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, 
debu, kotoran, asap, uap, gas, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan 
getaran
34
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Selain dalam undang-undang tersebut, keselamatan kerja juga 
diatur dalam bebrapa instrumen lainnya seperti dalam Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan surat edaran Menteri 
terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. 
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8. Ruang Lingkup Keselamatan Kerja 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah diseluruh tempat kerja baik 
di dalam air, di dalam tanah, di darat, di permukaan air, maupun di 
udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik 
Indonesia
35
. Adapun yang dimaksud dengan tempat kerja menurut 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem 
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pasal 1 Angka 2 
adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak 
atau tetap, dimana setiap tenaga kerja bekerja, atau yang sering 
dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana 
terdapat sumber-sumber bahaya baik didarat, didalam tanah, 
dipermukaan air, didalam air, diudara yang berada didalam wilayah 
kekuasaan hukum Republik Indonesia
36
. 
 
9. Pengertian dan Pengaturan Kecelakaan Kerja 
Kecelakaan kerja adalah hal yang sangat tidak di harapkan oleh 
para pekerja. Kecelakaan kerja ini pada dasarnya tidak dapat di duga 
dan tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Namun, kecelakaan 
sebenarnya dapat dicegah dengan dilakukan upaya untuk 
meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan 
kerja ini tidak hanya dikaitkan dengan kerja di perusahaan namun 
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kecelakaan dapat dikaitkan dengan hubungan kerja di suatu 
perusahaan.  
Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga 
dan tidak di harapkan adanya. Kecelakaan kerja ini dapat 
menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda, hal ini 
di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Nomor 03/ Men/ 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan 
Pemeriksaan Kecelakaan. Anizar berpendapat bahwa kecelakaan 
kerja yaitu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja dikarenkan 
oleh pekerjaan atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan di tempat 
kerja
37
. Kecelakaan kerja juga dapat diartikan suatu kecelakaan yang 
terjadi di tempat kerja atau suatu kejadian yang tidak di harapkan dan 
tidak terduga semulanya yang mengacaukan proses kerja. 
 
10. Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja 
Dalam melaksanakan pekerjaan, tidak jarang tenaga kerja 
mengalami kecelakaan di lokasi kerja. Empat (4) faktor penyebab 
kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja yaitu:  
1. Faktor manusia  
a) Kurangnya pengetahuan pekerja dalam bidangnya;  
b) Keahlian yang dimiliki pekerja tidak sesuai dengan bidang 
kerja yang dijalani;  
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c) Prosedur yang tidak lengkap membuat pekerja jadi tidak 
mematuhi peraturan yang ada;  
d) Tidak disiplin dalam bekerja;  
e) Tidak mematuhi peraturan yang ada di tempat kerja;  
f) Tidak dapat di ajak untuk saling bekerja sama;  
g) Kurangnya rasa sabar dalam bekerja dan perbuatan-
perbuatan atau tingkah laku pekerja yang diluar batas wajar 
yang dapat menyebabkan atau memicu kecelakaan kerja;  
h) Kurangnya pemahaman tentang deskripsi instrumen, karena 
petunjuk kerja yang ada kurang jelas;  
i) Kurang hati-hati dalam menjalankan atau menggunakan alat 
operasional yang ada;  
j) Terganggunya aktifitas kerja karena terlalu banyak pekerja 
yang campur tangan dalam satu tugas yang sama;  
k) Adanya kesalahan dalam mengambil tindakan, terutama 
dalam kondisi mengalami tekanan.  
 
2. Faktor lingkungan kerja  
a) Alat operasional yang tidak dilengkapi dengan pengaman;  
b) Alat operasional yang dapat dikatakan tidak layak untuk 
beroperasi lagi atau rusak;  
c) Lingkungan tidak nyaman atau kumuh;  
39 
 
 
d) Mesin maupun peralatan kerja pada dasarnya tidak dapat 
lepas dari bahaya dan dapat menjadi sumber terjadinya 
kecelakaan kerja. Misalnya karena mesin atau peralatan 
yang berputar, bergerak, bergesekan, bergerak bolak-balik, 
belt atau sabuk yang berjalan, roda gigi yang bergerak, 
transmisi serta peralatan lainnya. Oleh karena itu, mesin dan 
perlatan yang potensial menyebabkan kecelakaan kerja harus 
diberi pelindung agar tidak membahayakan operator atau 
manusia.  
 
3. Faktor Sumber Bahaya  
a) Kondisi atau keadaan berbahaya:  
(1) Keadaan yang tidak aman dari mesin atau peralatan-
peralatan;  
(2) Lingkungan yang tidak nyaman;  
(3) Proses dan sifat pekerjaan;  
(4) dan lain sebagainya.  
b) Perbuatan bahaya:  
(1) Metode kerja yang salah;  
(2) Kelelahan atau keletihan;  
(3) Sikap kerja yang tidak sempurna;  
(4) dan lain sebagainya.  
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4. Faktor yang di Hadapi  
Kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin atau 
peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna
38
. 
 
11. Jenis-Jenis Kecelakaan Kerja 
Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 
1950, klasifikasi kecelakaan kerja adalah:  
1) Berdasarkan dari Jenis Pekerjaan:  
a) Terjepit alat-alat kerja;  
b) Tertimpa benda yang dapat berakibat fatal;  
c) Terkena mesin atau alat-alat kerja;  
d) Terjatuh di tempat kerja;  
e) Pengaruh suhu yang tinggi.  
 
2) Berdasarkan dari Penyebab Kecelakaan Kerja:  
a) Alat operasional atau mesin, misalnya mesin yang 
menimbulkan suhu melebihi batas, mesin pembakar 
sampah, dan lain sebagainya.  
b) Peralatan lain yang terdapat di tempat kerja misalnya dapur 
pembakar dan finishing, ruang pendingin dan lain 
sebagainya.  
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3) Berdasarkan dari Sifat Luka atau Kelainan:  
a) Regang otot;  
b) Luka dipermukaan;  
c) Luka bakar;  
d) Patah tulang;  
e) Keracunan;  
f) Dan lain sebagainya. 
 
12. Kerugian yang Diakibatkan oleh Kecelakaan Kerja 
Kerugian yang diakibatkan dari terjadinya kecelakaan kerja 
yang sesungguhnya yaitu seluruh jumlah biaya untuk pekerja yang 
menjadi korban kecelakaan kerja ditambahkan dengan 
kerugiankerugian lainnya baik material maupun non-material. 
Kerugian atau biaya yang dimaksud tersebut adalah:  
1) Biaya Langsung:  
a) Biaya perawatan dan pengobatan;  
b) Tunjangan kecelakaan;  
c) Biaya kerugian.  
2) Biaya Tidak Langsung:  
a) Kerugian akibat terhentinya produksi;  
b) Kerusakan alat operasional dan mesin;  
c) Hilangnya waktu kerja;  
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d) Rusaknya bangunan yang digunakan sebagai tempat 
produksi;  
e) Menurunnya kualitas maupun jumlah produksi;  
f) Biaya administratif. 
 
13. Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja 
Upaya dalam pencegahan kecelakaan kerja ini sangat 
diperlukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak 
diinginkan yang menimbulkan kerugian-kerugian dan kekacauan 
kerja. Dan dapat juga meningkatkan jaminan keselamatan ditempat 
kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010, bahwa alat-alat 
perlindungan diri ada berbagai macam bentuk dan jenis yang di 
golongkan menurut bagian tubuh yang perlu untuk di lindungi. 
Berikut adalah alat perlindungan diri yang dibagi menurut 
kebutuhannya:  
1. Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari 
bahaya yang di akibatkan benturan dengan benda tumpul, benda 
keras, maupun benda tajam. Hal tersebut dapat menyebabkan 
luka yang parah. Alat pelindung kepala atau biasa orang 
menyebutnya dengan helm tidak hanya dapat melindungi kepala 
dari bahaya benda keras, namun juga dapat melindungi dari 
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sengatan listrik, melindungi dari teriknya sinar matahari, 
percikan bahan kimia dan lain sebagainya.  
2. Alat Pelindung Tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari 
berbagai virus, kotoran, maupun kuman yang ada. Alat pelindung 
tangan atau biasa juga disebut dengan sarung tangan juga dapat 
melindungi tangan dari goresan benda tajam yang menyebabkan 
tangan menjadi luka.  
3. Alat Pelindung Kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari 
bahaya kerja yang di akibatkan terkena pecahan kaca,benda 
tajam, benda keras, vektor penyakit, kuman, dan lain sebagainya.  
4. Alat Pelindung Pernafasan berfungsi untuk melindungi sistem 
pernafasan dari bau-bauan, atau zat kimia yang ditimbulkan dari 
sampah yang memuai, selain dapat melindungi dari bau-bauan, 
masker juga dapat melindungi dari debu dan paparan sinar 
matahari pada wajah.  
5. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berfungsi untuk 
memberikan pertolongan pertama jika ada pekerja yang terluka 
dan harus segera di obati.  
Selain peralatan standar diatas, perusahaan sebaiknya 
menyediakan tanda-tanda (mark) pada tempat kerja. Tanda dalam 
suatu perusahaan memberikan informasi berupa tanda-tanda pada 
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area yang mengandung risiko tinggi kecelakaan kerja, tanda ini 
merupakan kewajiban bagi pengelola
39
. 
Menurut teori Domino Effet, adapun upaya-upaya yang dapat 
dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah:  
a. Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja mealalui Pengadilan 
Bahaya di Tempat kerja:  
1) Pemantauan dan Pengendalian Kondisi Tidak Aman;  
2) Pemantauan dan Pengendalian Tindakan Tidak Aman.  
b. Upaya pencegahan Kecelakaan Kerja melalui Pembinaan dan 
pengawasan:  
1) Pelatihan dan pendidikan;  
2) Konseling dan konsultasi;  
3) Melakukan peninjauan terhadap prosedur untuk memastikan 
bahwa karyawan dapat mengikuti prosedur dengan mudah;  
4) Memberi arahan pada karyawan jika dalam menghadapi 
keadaan darurat;  
5) Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat operasional;  
6) Memberikan panduan atau instrumen dengan bahasa yang 
mudah di mengerti pekerja;  
7) Pengembangan Sumber Daya ataupun Teknologi.  
c. Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja melalui Sistem 
Manajemen:  
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1) Prosedur dan aturan;  
2) Penyediaan sarana dan prasarana;  
3) Penghargaan dan sanksi.  
 
Kecelakaan yang terjadi di tempat kerja Menurut Internasional 
Labour Organization (ILO) dapat di tanggulangi dengan beberapa 
langkah atau cara, yaitu:  
1. Peraturan perundang-undangan;  
2. Standarisasi;  
3. Inspeksi;  
4. Riset teknis;  
5. Riset medis;  
6. Riset psikologis;  
7. Riset statistik;  
8. Pendidikan;  
9. Latihan;  
10. Persuasi;  
11. Asuransi40. 
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BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dibentuk pada tahun 2005 
dan tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Lingkungan Hidup. Di dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tegal ini terdiri dari beberapa seksi.  
a. Dinas Lingkungan Hidup terbagi atas beberapa seksi, yaitu:  
1. Seksi Penanganan Sampah;  
2. Seksi Pengurangan Sampah;  
3. Seksi UPT Pengelolaan Kebersihan;  
4. Seksi UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan.  
b. Dasar hukum terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup ini yaitu:  
1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah;  
2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016;  
3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;  
4) Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Lingkungan Hidup;  
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5) Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
UPT Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan 
pada Dinas Lingkungan Hidup;  
6) Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
UPT Pengelolaan Kebersihan dan UPT Pemungutan Retribusi 
Kebersihan.  
 
1. Visi Dinas Lingkungan Hidup:  
Sebagai institusi yang handal dalam pengelolaan lingkungan hidup 
untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang berbudaya dan 
berwawasan lingkungan.  
 
2. Misi Dinas Lingkungan Hidup:  
1) Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka 
pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengikut sertakan 
dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan 
lingkungan;  
2) Mewujudkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang 
memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan 
nyaman;  
3) Mewujudkan tata kelola kebersihan dan pengelolaan persampahan 
yang berkualitas.  
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Tugas pokok fungsi atau yang biasa disebut dengan tupoksi dari 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah melaksanakan urusan 
pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 
bidang lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Tegal ini 
yang mengelola TPS-TPS yang berada di wilayah Kabupaten Tegal, 
termasuk juga yang bertanggung jawab atas tenaga kerja yang berada di 
TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Tegal dan tenaga kerja yang ada 
di lingkup TPS Kabupaten Tegal terbagi menjadi 2 Sub bagian yaitu bagian 
pengawasan dan mandoriti.  
Tenaga kerja dan alat operasional untuk menangani permasalahan 
sampah pun tidak hanya sedikit, diperlukan alat perlindungan kesehatan 
dan keselamatan kerja, alat operasional, truk pengangkut sampah dan lain 
sebagainya.  
 
B. Pelaksanaan Penerapan Prosedur Perlindungan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Bagi Para Pekerja Pengelolaan Sampah di Tempat 
Pembuangan Sampah Kabupaten Tegal 
Jumlah penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.437.225 ribu jiwa. 
Jumlah tersebut hanyalah penduduk yang menetap di Kabupaten Tegal dan 
belum termasuk dengan penduduk pendatang yang tidak menetap dan 
hanya untuk liburan.  
Dengan meningkatnya pendatang yang ada di Kabupaten Tegal ini 
juga menimbulkan banyak permasalahan salah satunya yaitu produksi 
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sampah yang ada di Kabupaten Tegal semakin meningkat, volume sampah 
di Kabupaten Tegal menembus angka fantastis, yakni sekitar 700 ton per 
harinya. Data itu didapat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten 
Tegal dalam hasil monitoring terbarunya hingga per Desember 2019 ini
41
. 
Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris DLH Kabupaten Tegal, Sri 
Wahyuningsih menuturkan, tiap warga diasumsikan menghasilkan sampah 
seberat 0.5 Kg per harinya. Wahyuni mengaku, sejauh ini pihaknya baru 
bisa mengangkut sampah-sampah itu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
sekitar 46 persen dari total yang ada. Kemudian, kata dia, keberadaan bank 
sampah yang ada baru bisa mengolah sampah hanya sekitar 5 persennya 
saja. "Bank Sampah baru bisa mengelola sekitar 35 Ton-nya saja. 
Sedangkan upaya pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) baru tergarap sekitar 322 ton dari total per harinya," jelasnya. Dia 
menuturkan, TPA di Kabupaten Tegal hanya berjumlah satu unit di Desa 
Penujah, Kecamatan Kedungbanteng. Sementara, total Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS) Sampah di Kabupaten Tegal berjumlah 120 
unit
42
. 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai wewenang 
terhadap TPS yang berada di wilayah Kabupaten Tegal,terkait hal tersebut 
Dinas Lingkup Hidup Kabupaten Tegal juga bertanggungjawab atas 
pekerja yang ada di lingkup TPS yang ada di Kabupaten Tegal, Pekerjaan 
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https://jateng.tribunnews.com/2019/12/05/wow-jumlah-sampah-di-kabupaten-tegal-700-
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yang ada di lingkup TPS Kabupaten Tegal menutut adanya jaminan 
kesehatan dan keselamatan untuk para pekerja, hal tersebut berguna untuk 
mengurangi risiko kecelakaan saat melakukan perkerjaan di TPS tersebut.  
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Setiap perusahaan wajib menerapkan 
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi 
dengan sistem manajemen perusahaan”. Dalam hal ini didalam undang-
undang tersebut menegaskan mengenai pentingnya akan kesehatan dan 
keselamatan kerja bagi pekerja, undang-undang ketenagakerjaan tersebut 
juga menekankan pada dinas terkait agar melaksanakan sesuai undang-
undang yang berlaku.  
Kesehatan dan keselamatan kerja mengandung nilai perlindungan 
tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja 
merupakan organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting 
dalam proses produksi di samping unsur lainnya seperti material, mesin, 
dan lingkungan kerja, karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan 
dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya
43
. 
Pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sudah di atur 
dalam Undang-undang dan peraturan-peratuan, yaitu:  
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja;  
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b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan;  
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
d. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelengara Jaminan Sosial;  
e. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit 
yang Timbul Akibat Hubungan Kerja;  
f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
Per.02/ Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja 
dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;  
g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
Per.03/Men/ 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;  
h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/ Men/ 1987 
tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja;  
i. Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang 
Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja;  
j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/ Men/ 1998 Tata 
Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;  
k. Konvensi ILO tahun 1950 yang diratifikasikan pada Tahun 1980 
tentang Perlindungan Upah.  
 
 
52 
 
 
Undang-undang, putusan Presiden dan peraturan-peraturan mentri 
tersebut telah menjadi dasar hukum yang berlaku dalam prosedur 
pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja 
pengelolaan di TPS Kabupaten Tegal.  
Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti 
jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat, berkumpul dan 
perlindungan keselamatan. Namun dalam kenyatannya, perlindungan 
kesehatan dan keselamatan kerja seringkali di abaikan oleh para pekerjanya 
sendiri.  
Pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terhadap pekerja di TPS Kabupaten 
Tegal telah berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang 
berlaku. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah melaksanakan 
kewajibannya dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para 
pekerja yang berada di TPS Kabupaten Tegal dengan menyediakan alat 
perlindung diri seperti sarung tangan, sepatu, kaos, topi, dan masker. Selain 
itu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal juga telah 
memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan periksa 
geratis di puskesmas sektor Kabupaten Tegal. 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sudah melakukan 
sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja kepada 
pekerja yang di lapangan. Sosialisasi tersebut di laksanakan pada setiap 
sektor TPS yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Tegal. Selain 
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melakukan upaya sosialisasi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Tegal juga menyediakan alat pelindung diri. Jadi tidak hanya 
mensosialisasikan namun juga memberi perlengkapan kesehatan dan 
keselamatan kerja.  
Akan tetapi respon pekerja hanya standart sebagaimana seorang 
pekerja yang diberi arahan oleh atasannya pasti akan mematuhinya, dalam 
arti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memberi alat pelindung diri 
terlebih dahulu sebelum mensosialisasikan arahan mengenai kesehatan dan 
keselamatan kerja serta pentingnya menggunakan alat pelindung diri.  
Alat pelindung diri tersebut adalah:  
1. Sepatu boots  
Sepatu boots berguna agar pekerja dapat terhindar dari sumber 
bahaya yang ada di TPS Kabupaten Tegal, karena ditumpukan 
sampah tersebut banyak adanya pecahan kaca, kuman dan lain 
sebagainya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan 
menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain.  
2. Sarung tangan  
Sarung tangan adalah salah satu alat pelindung diri yang penting 
digunakan dalam pekerjaan di TPS Kabupaten Tegal, karena alat 
ini bermanfaat untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, 
bahan-bahan kimia, cidera tangan, kuman dan lain sebagainya.  
 
 
54 
 
 
3. Masker  
Masker kerja mempunyai manfaat banyak untuk menjaga 
kesehatan, seperti baik untuk melindungi saluran pernafasan, 
menahan berbagai macam penyakit yang menular, dan dapat 
mencegah terjadinya dampak negatif akibat terkena debu yang 
tercampur dengan kuman-kuman yang berasa dilokasi kerja.  
4. Topi  
Topi atau dapat juga disebut sebagai alat pelindung kepala, 
berguna untuk melindungi kepala dari panas sinar matahari, 
goresan benda tajam, dan lain sebagainya.  
5. Kaos Kerja  
Kaos kerja ini sebagai tanda bahwa pekerja tersebut adalah 
bagian dari pekerja yang di bawahi oleh Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Tegal, selain itu juga sebagai pelindung dari 
goresan benda tajam dan kuman yang berada dilokasi kerja.  
a. P3K  
Alat P3K ini harus selalu ada di setiap tempat kerja, karena jika 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja 
dapat digunakan untuk mengobati terlebih dahulu.  
 
Alat pelindung diri sudah di berikan setiap setahun sekali, hanya saja 
pekerja yang berada dilapangan sering kali tidak mematuhi peraturan untuk 
menggunakan perlengkapan kerja tersebut dengan alasan tidak nyaman 
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dengan atribut-atribut yang ada. Para pekerja yang berada di TPS memang 
mengenai kesadaran diri akan bahaya kerja masih rendah
44
. 
Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang di berikan oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tidak hanya berupa BPJS 
Ketenagakerjaan. Namun jika ada pekerja yang sakit dapat periksa ke 
puskesmas sektor Kabupaten Tegal dengan dibebaskan dari biaya 
pengobatan. Walaupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal setiap 
setahun sekali melakukan sosialisasi mengenai kesehatan dan keselamatan 
kerja namun masih saja banyak pekerja yang belum mengerti mengenai 
kesehatan dan keselamatan kerja, maka dari itu ada juga beberapa pekerja 
tetap tidak paham mengenai BPJS dan memilih menggunakan jaminan 
pengobatan geratis di puskesmas. 
 
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pengelolaan Sampah di 
Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Tegal dalam Hal Terjadi 
Kecelakaan Kerja 
Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diharapkan oleh setiap 
orang, dalam artian kecelakaan kerja tidak dapat direncanakan terjadinya 
dan terjadi secara tiba-tiba serta tidak dapat diduga sebelumnya. 
Kecelakaan kerja ini tidak hanya mengakibatkan cidera namun juga dapat 
merugikan baik bagi dirinya sendiri dan orang lain atau perusahaan.  
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Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja yang terjadi ditempat 
kerja yaitu:  
1. Faktor Manusia  
a. Kurangnya pengetahuan pekerja dalam bidangnya;  
b. Keahlian yang dimiliki pekerja tidak sesuai dengan bidang kerja 
yang dijalani;  
c. Prosedur yang tidak lengkap membuat pekerja jadi tidak mematuhi 
peraturan yang ada;  
d. Tidak disiplin dalam bekerja;  
e. Tidak mematuhi peraturan yang ada ditempat kerja;  
f. Tidak dapat diajak untuk saling bekerja sama;  
g. Kurangnya rasa sabar dalam bekerja dan perbuatan-perbuatan atau 
tingkah laku pekerja yang diluar batas wajar yang dapat 
menyebabkan atau memicu kecelakaan kerja;  
h. Kurangnya pemahaman tentang deskripsi instrumen, karena 
petunjuk kerja yang ada kurang jelas;  
i. Kurang hati-hati dalam menjalankan atau menggunakan alat 
operasional yang ada;  
j. Terganggunya aktifitas kerja karena terlalu banyak pekerja yang 
campur tangan dalam satu tugas yang sama;  
k. Adanya kesalahan dalam mengambil tindakan, terutama dalam 
kondisi mengalami tekanan.  
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2. Faktor Lingkungan Kerja  
a. Alat operasional yang tidak dilengkapi dengan pengaman;  
b. Alat operasional yang dapat dikatakan tidak layak untuk 
beroperasi lagi atau rusak;  
c. Lingkungan tidak nyaman atau kumuh;  
d. Mesin maupun peralatan kerja pada dasarnya tidak dapat lepas 
dari bahaya dan dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan 
kerja. Misalnya karena mesin atau peralatan yang berputar, 
bergerak, bergesekan, bergerak bolak-balik, belt atau sabuk yang 
berjalan, roda gigi yang bergerak, transmisi serta peralatan 
lainnya. Oleh karena itu, mesin dan perlatan yang potensial 
menyebabkan kecelakaan kerja harus diberi pelindung agar tidak 
membahayakan operator atau pekerja yang sedang 
menggunakannya.  
3. Faktor Sumber Bahaya  
a. Kondisi atau keadaan berbahaya:  
1) Keadaan yang tidak aman dari mesin atau peralatan-peralatan;  
2) Lingkungan yang tidak nyaman;  
3) Proses dan sifat pekerjaan.  
b. Perbuatan bahaya:  
1) Metode kerja yang salah;  
2) Kelelahan atau keletihan;  
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3) Sikap kerja yang tidak sempurna45. 
 
4. Faktor yang dihadapi  
Kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin atau peralatan 
sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.  
 
Perlindungan hukum terhadap pekerja pengelolaan sampah di TPS 
Kabupaten Tegal dalam hal terjadi kecelakaan kerja sudah diberikan dan 
dijalankan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. 
Kecelakaan kerja ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta di atur dalam peraturan-
peraturan lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah 
memberikan perlindungan hukum berupa jaminan terhadap para pekerja 
pengelolaan sampah yang berada dilapangan atau di TPS Kabupaten Tegal 
dengan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan pengobatan geratis di puskesmas 
sektor Kabupaten Tegal.  
Tetapi tergantung dengan kecelakaan yang di alaminya, faktor 
kelalaian pekerja sendiri dan kecelakaan diluar jam kerja atau kecelakaan 
kerja yang di akibatkan karena rusaknya alat operasional kerja yang berada 
di TPS Kabupaten Tegal. Jika terjadi kecelakaannya diluar jam kerja maka 
itu sudah menjadi urusan pribadi dengan adanya BPJS Kesehatan atau jika 
                                                 
45
 Lalu Husni, Op. Cit. hlm. 138 
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terjadi kecelakaannya di jalan maka sudah ada jaminan dari jasa raharja. 
Apabila kecelakaan kerja tersebut terjadi di jam dan tempat kerja maka 
Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan jaminan kesehatan dan 
keselamatan kerja serta jaminan atas kecelakaan kerja berupa BPJS 
Ketenagakerjaan
46
. 
Perlindungan hukum yang diberikan terhadap para pekerja mengenai 
jaminan kesehatan dan keselamatan kerja adalah jaminan untuk kecelakaan 
kerja berupa BPJS, adanya penyeleneggaraan pemeliharaan kesehatan, dan 
pelayanan kesehatan untuk pekerja. Dengan adanya jaminan kesehatan dan 
keselamatan kerja ini pekerja jadi semakin terjamin akan bahaya-bahaya 
yang ada di tempat kerja. Karena kondisi yang baik atau prima sangat 
dibutuhkan dalam bekerja diTPS Kabupaten Tegal.  
Berikut adalah beberapa penanganan kesehatan yang dapat dilakukan 
dan diberikan kepada pekerja yang berada di TPS Kabupaten Tegal :  
1. Jaminan BPJS  
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 14 yang berbunyi 
“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta 
program jaminan sosial”47 dan dalam pasal 15 juga dijelaskan 
bahwa “pemberi kerja juga harus mendaftarkan dirinya dan 
pekerjanya dalam BPJS sebagai program jaminan sosial.” Dari 
                                                 
46
 Wawancara dengan Wawancara Sekretaris DLH Kabupaten Tegal, Sri Wahyuningsih. 
47
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
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data yang diperoleh oleh peneliti, seluruh pekerja di TPS 
Kabupaten Tegal yang berada dibawah naungan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sudah didaftarkan sebagai 
peserta BPJS Ketenagakerjaan dan diberikan jaminan 
pengobatan geratis di puskesmas sektor Kabupaten Tegal.  
 
2. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sudah 
menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja 
pengelolaan sampah di TPS Kabupaten Tegal sesuai dengan 
Peraturan Menteri Nomor Per.01/Men/1998 tentang 
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan. Penyelenggaraan 
pemeliharaan kesehatan ini dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut:  
a) Bekerjasama dengan instansi yang menangani mengenai 
kesehatan;  
b) Bekerjasama dengan badan pemeliharaan kesehatan;  
c) Menyediakan sendiri fasilitas pelaksanaan pelayanan 
kesehatan.  
 
3. Pelayanan Kesehatan Untuk Pekerja  
Pekerja adalah komponen utama dalam suatau 
perusahaan, maka untuk meningkatkan produktivitas para 
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pekerjanya pemberi kerja juga harus memperhatikan mengenai 
kesehatan pekerja, baik gangguan kesehatan yang timbul akibat 
pekerjaan, lingkungan kerja, maupun kemampuan fisik dari 
pekerjanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor Per.03/ 
Men/ 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, maka 
ada hal-hal yang dapat di lakukan, sebagai berikut:  
a) Pengawasan dan pembinaan sesuai dengan pekerjaan 
masing-masing pekerja;  
b) Pengawasan dan pengontrolan terhadap alat operasional 
kerja;  
c) Pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan dan 
keselamatan kerja;  
d) Pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja sebelum bekerja 
serta dilakukan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan 
khusus;  
e) Memberikan pelatihan pertolongan pertama pada 
kecelakaan;  
f) Membantu rehabilitasi terhadap pekerja akibat kecelakaan 
kerja atau penyakit;  
g) Pencegahan dan pengobatan terhadap kecelakaan kerja;  
h) Pembinaan terhadap pekerja yang memiliki penyakit 
tertentu.  
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Ketentuan diatas menjelaskan bahwa, semua prosedur perlindungan 
hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah dilaksanakan 
sebagaimana dengan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan 
yang ada dan dipenuhi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Tegal kepada para pekerja pengelolaan sampah di TPS Kabupaten Tegal 
dan hanya saja para pekerja tersebut tidak mau untuk menggunakan alat 
pelindung diri yang sudah disediakan dengan alasan tidak nyaman. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 
Bahwa :  
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah melaksanakan apa 
yang telah diamanatkan oleh Pasal 86 ayat (1) huruf a, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, dengan cara:  
a. Menyediakan alat-alat pelindung diri (Sepatu boot, Sarung 
Tangan, Masker, Topi, Kaos kerja);  
b. Ketentuan waktu kerja yang efektif untuk beroperasi selama 
8jam/hari;  
c. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian, serta adanya 
pengawas (mandor) yang memantau saat petugas sampah sedang 
bekerja;  
d. Disediakan alat-alat P3K dan alat pemadam kebakaran 
dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 
maupun TPS Kabupaten Tegal; 
e. Menekankan petugas pengelolaan sampah pada program jaminan 
sosial seperti BPJS, akan tetapi pada praktiknya penggunaan 
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APD (Alat Pelindung Diri) tidak dilaksanakan dengan baik oleh 
para petugas sampah, disebabkan tidak ada sanksi tegas dari 
pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal  
 
2. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Tegal 
dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap petugas 
pengelola sampah di Kabupaten Tegal dalam hal terjadi kecelakaan 
kerja ialah mengoptimalkan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi 
atas pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, namun Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal juga tidak luput memberikan 
asusransi terhadap para petugas sampah apabila terjadi kecelakaan 
pada saat jam kerja efektif. Hasil wawancara menunjukan bahwa 
penjelasaan mengenai risiko kecelakaan kerja diberikan oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal hanya satu kali saat 
penandatanganan kontrak kerja dan peringatan-peringatan mengenai 
kecelakaan kerja dilakukan secara lisan atau non formal. 
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B. Saran  
Berdasarkan dua kesimpulan diatas, dapat diberikan saran terkait 
dengannya. Saran tersebut diharapkan dapat menjadi sauatu cara untuk 
mengatasi, atau mengurangi jumlah kecelakan kerja yang terjadi dengan 
melaksanakan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja pada 
petugas TPS Kabupaten Tegal  
1. Menyadari bahwa pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, maka 
bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal perlu mengingkatkan 
kesadaran petugas TPS yang berada diwilayah Kabupaten Tegal agar 
dapat menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dalam menjalankan 
pekerjaannya. Petugas TPS Kabupaten Tegal juga diharapkan dapat 
saling mengingatkan dengan rekan kerjanya apabila tidak 
menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) pada saat bekerja, pekerja 
yang APDnya tidak sesuai atau tidak cocok sebaiknya melaporkan 
kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal agar bisa 
mendapatkan ganti. Pekerja yang beranggapan bahwa tidak akan 
celaka saat bekerja sebaiknya diadakan suatu forum diskusi tentang 
pentingnya memahami situasi yang menggambarkan kemungkinan 
resiko kecelakaan, dimana pembicaranya adalah korban kecelakaan 
kerja yang sebelumnya juga merasa tidak akan celaka saat bekerja. 
Hal ini untuk memberikan penjelasaan pekerja harus selalu memakai 
APD walaupun merasa tidak akan celaka.  
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2. Mengubah cara pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal secara lisan menjadi pembinaan 
secara formal, selama ini pembinaan yang dilakukan oleh pihak 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal kepada petugas sampah 
hanya dilakukan secara lisan. Pembicaraan secara lisan kepada 
petugas sampah dianggap tidak efektif ketikan memberikan 
pembinaan. Pemberitahuan secara lisan yang dilakukan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal kepada petugas sampah seperti 
bukan hal untuk diperhatiakan, karena hanya berupa pemberitahuam 
secara lisan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebaiknya 
melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap para petugas sampah 
yang ada di TPS Kabupaten Tegal agar kesehatannya tidak 
terabaikan. Dan Pemberian sanksi secara tegas terhadap para petugas 
sampah yang ada di TPS Kabupaten Tegal jika tidak menggunakan 
alat pelindung diri. 
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